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RUU Jabatan Hakim :

Manajemen Kehakiman Jangan Dimonopoli MA

[JAKARTA] Kancangan
Undang-undang- (RUU)
Jabatan Hakim yang saat ini
sedang dibahas di DPR da-
pat menjadi peluang untuk
melakukan reformasi pera-
dilan. Terutama dalam
membenahi manajemen ha-
kim di tubuh MA.

"RUU Jabatan Hakim
yang diusulkan oleh DPR
memberikan peluang baik
dalam rangka melakukan
reformasi peradilan di
Indonesia utamanya mem-

benahi manajemen hakim

di MA," kata Direktur Pusat
Pengkajian Pancasila dan
Konstitusi (Puskapsi),
Fakultas Hukum
Universitas Jember, Bayu
Dwi Anggono, kepada SP,
Senin (15/5).

Puskapsi Fakultas
Hukum Universitas Jember
menggelar temu pakar hu-
kum atau expert meeting
dari berbagai perguruan
tinggi di Indonesia bebera-
pa waktu lalu. Sejumlah pa-
kar hukum yang mengha-
diri expert meeting ini dian-
taranya, Direktur Pusat
Kajian Antikorupsi (Pukat)
UGM Oce Madril, Dircktur
Pusat Studi Konstitusi

('usako) Universitas
Andalas Feri Amsari, pegiat
Indonesia Corruption
Watch (ICW) Donal Fariz
dan lainnya.

Bayu memaparkan, per-
temuan para pakar ini
menghasilkan sejumlah re-
komendasi untuk membe-
nahi sejumlah persoalan di
institusi peradilan, seperti
praktik suap kepada hakim
dan pejabat pengadilan, ku-
rang fransparannya rekrut-
men calon hakim, tidak je-
lasnya merit system, adanya
kekuasaan ‘besar di

Sekretaris MA untuk me-

nentukan mutasi, promosi
hingga demosi.

Para pakar merekomen-
dasikan agar dalam RUU
Jabatan Kchakiman diusul-
kan perbaikan pola manaje-
men hakim. Pola pengclola-
an hakim yang sebelumnya
dimonopoli satu entitas atau
one roof system yaitu MA
diminta diubah menjadi
tanggung jawab bersama
pada beberapa lembaga
atau shared responsibility
system yailu antara MA de-
ngan KY. Dikatakan, prak-
tik universal yang diterap-
kan di banyak negara seper-

t1 Austria, Belgia, Perancis,
Jerman ini akan meringan-
kan beban MA. Dengan de-
mikian, MA dapat lebih fo-
kus mengurus penanganan
perkara dibanding mengu-
rus berbagai beban admi-
nistrasi manajemen hakim,

tatan Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK),
terdapat 14 orang hakim
yang terjerat kasus korupsi
sejak 2010 hingga 2016,
Para hakim ini melakukan
dagang perkara untuk men-
cari keuntungan vang tidak
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MA dapatlebih fokus mengurus
penangananperkara dibanding
mengurus berbagai beban administrasi-
manajemen hakim.

Usulan diubahnya ma-
najemen hakim dari sistem
satu atap menjadi tanggung
jawab bersama pada bebe-
rapa lembaga bukan tanpa
alasan. Para pakar menilai,
saat ini terjadi penyimpang-
an dalam penerapan sistem
satu atap yang berlaku sejak
era reformasi dengan MA
mengelola seluruh urusan
terkail pengadilan baik tek-
nis yudisial maupun mana-
jemen hakim yang meliputi
pengangkatan, pembinaan,
pengawasan, pelindungan,
dan pemberhentian.

Setidaknya, berdasar ca-

semestinya atau wndue ad-
vantages.

Subordinasi

Menurut Bayu, sistem
salu atap semakin menyim-
pang karcna lebih mene-
kankan pada kemerdekaan
kehakiman secara kelemba-
gaan dibanding individual
hakim. Akibatnya, kemer-
dckaan kehakiman indivi-
dual saat ini berada di ba-
wah subordinasi kekuasaan
para pejabat di MA.

"MA schagai strata ler-
tinggi dalam struktur keha-
kiman di Indonesia sangat
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berkuasa menentukan mulai
dari rekrutmen, pembinaan,
hingga nasib karier para ha-
kim," ungkapnya.

Di sisi lain, Bayu me-
ngatakan, pengawasan ha-
kim yang dilakukan oleh
internal MA kurang efeklif,
Hal ini salah satunya dise-
babkan adanya keengganan
dari sesama hakim sebagai
kolega untuk bertindak te-
gas, apalagi melakukan
pemberhentian.

"Keberadaan KY seba-
gal pengawasan eksternal
sesungguhnya diharapkan
lebih membuatl pengawasan
hakim menjadi lehih objek-
tif untuk kepentingan pe-
ngembangan sistem pera-
dilan yang bersih, efektil
dan efisien," katanya.

Selain itu, Bayu menga-
takan, dengan kedudukan-
nya scbagai pcjabat negara
yang melakukan kekuasaan
kehakiman, proses rckrut-
men hakim sudah seharus-
nya mengalami perubahan
dibandingkan yang diatur
saat ini. Dikatakan, sebagai
pejabat negara, hakim harus
memiliki kualifikasi khu-
sus, seperti praktik hukum
dalam jangka waktu terten-

tu. Tak hanya perubahan
kualifikasi, diperlukan juga-
proses rekrutmen yang ke-
tat dan mengikuti pola se-
leksi pejabat negara pada
umumnya, yakni melalui
pansel yang di dalamnya
melibatkan unsur represen-
tasi beberapa lembaga, an-
tara lain KY, Ombudsman,
Komnas HAM dan stake-
holder lainnya seperti per-
wakilan masyarakat atau
akademisi.

Lebih jauh, para pakar
hukumini juga merekomen-
dasikan kepada MA untuk
menunda rekrutmen hakim
yang saat tengah disiapkan
dengan berdasarkan
Peraturan Mahkamah
Agung No 2/2017 tentang
Pengadaan Hakim. ITal ini
mengingat Perma No
2/2017 bertentangan dengan
arah kebijakan kedudukan
hakim sebagai Pcjabat
Negara sebagaimana diten-
tukan oleh UU No 28/1999
tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan
Bebas dari KKN, UU No
48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan UU No
5/2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN). [F-5]



